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RINGKASAN

Perkembangan dunia industri mengalami kenaikan yang searah dengan tujuan
pembangunan bidang ekonomi, kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran dan
kemudahan — kemudahan dalam sektor industri sehingga meningkat jumlah produksi termasuk
produksi kosmetika atau alat kecantikan. Semakin banyaknya produk-produk kosmetik yang
beredar di pasaran, maka masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen harus lebih jeli
dan pintar dalam memilih produk-produk kosmetika yang akan dibelinya demi menjamin
keselamatan dalam menggunakan produk kosmetika tersebut, karena tidak jarang produk
kosmetika tersebut dalam pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan
dapat membahayakan keselamatan jiwa mereka. Hal ini terbukti dengan ditemukan produk
kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, Produk kosmetik yang disita sebanyak 2.034
pacs atau senilai Rp 33.722.000 yang terdiri dari lipstik, cream pemutih, pensil alis, eye
shadow, blash on, lip tint, lip balm, masker wajah, dan lainnya."Paling banyak ini lipstik, ada
yang bahkan mengandung rhodamin yang umumnya dipakai untuk pewarna tekstil," dan obat
tradisional yang turut disita sebanyak 574 pacs senilai Rp 4.052.000.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum terapan, penelitian hukum terapan adalah
suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum atau yang berkaitan dengan
hukum dalam suatu keadaan yang konkrit. Lapangan penelitian terapan di bidang hukum yang
dipilih adalah penelitian normatif, (yaitu penelitian terhadap kaedah hukum positip dan asas
hukum), yang berupa penelitian evaluasi hukum.

Penelitian ini bersifat analisis-deskriptif, yaitu untuk menemukan fakta-fakta hukum
mengenai fungsi dan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar
POM) Surabaya dalam menangani pengawasan produksi kosmetika dan obat tradisional di
pasaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peranan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang
akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan kewenangan Balai Besar POM Surabaya dalam upaya
meningkatkan perlindungan Konsumen terhadap produk Kosmetika dan Obat Tradisional
?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Balai Besar POM Surabaya dalam upaya
peningkatan perlindungan terhadap konsumen produk Kosmetika dan Obat Tradisional?
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Surabaya telah melakukan kegiatan
penyuluhan terhadap beberapa produsen produksi kosmetika dan obat tradisional
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM)
Surabaya antara lain :

a.

b.

C.

Berkaitan instrumen hukum yang mendukung tugas, fungsi dan kewenangan Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Surabaya;

Kurangnya SDM di jajaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM)
Surabaya;

Keterbatasan Anggaran, yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana
laboratorium serta operasional lainnya.

Alternatif pemecahan masalah adalah ;

a.

b.

Reformasi regulasi peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan
independensi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Surabaya;
Mengoptimalkan sistem dan mekanisme koordinatif baik dilingkungan internal
(antar bidang, antar seksi, antar bagian, dll) maupun di lingkungan eksternal
(dengan instansi terkait);

Peningkatan kualitas, kuantitas dan profesionalime SDM melalui mekanisme yang
selektif dan kompetitif;

Rasionalisasi Anggaran yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HASIL PRODUKSI KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL MELALU
PENINGKATAN FUNGSI DAN KEWENANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BALAI BESAR POM )

SURABAYA


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PRAKATA

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, dan
karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar
sampai pada penyusunan laporan. Penelitian ini berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP HASIL PRODUKSI KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL
MELALUI PENINGKATAN FUNGSI DAN KEWENANGAN BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BALAI BESAR POM) SURABAYA”

Mengingat kemampuan yang ada pada diri peneliti, maka peneliti menyadari bahwa
dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu peneliti sangat

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif.

Selanjutnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan

dorongan baik yang bersifat moril maupun materiil kepada :

1. Rektor Universitas Jember;

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember;

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

4. Pejabat dan Staf Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Surabaya;

5. Ketua dan Sekretaris Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
Akhirnya semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun bagi

yang memerlukan.
Jember, 10 Desember 2018
Peneliti

TIM KERIS JURISPRUDENCE
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Balai Besar POM Surabaya dalam menjalankan fungsi dan kewenangan berkaitan
dengan Perlindungan konsumen terhadap produksi dan peredaran Kosmetika dan Obat
Tradisional dengan melakukan kegiatan : Pengawasan pre-market maupun post
market, penyuluhan terhadap beberapa produsen kosmetika dan obat tradisional
tentang cara pengolahan industri yang memenuhi standar yang berlaku, memberikan
sertifikasi bidang kosmetika dan obat tradisional , melakukan pembinaan terhadap
produsen kosmetika dan obat tradisional serta melakukan pemusnahan kosmetika
maupun obat tradisional yang membahayakan konsumen.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Besar POM Surabaya adalah :

a. Lemahnya instrumen hukum yang mendukung tugas, fungsi dan kewenangan Balai
Besar POM;

b. Masih terjadi kerancuan dan overlaping terhadap pembagian fungsi dan
kewenangan di dalam Balai Besar POM sendiri maupun dengan Instansi lain yang
terkait;

c. Kurangnya SDM di jajaran Balai Besar POM, baik dari kualitas maupun kuantitas;

d. Keterbatasan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan sarana
prasarana laboratorium.

6.2 Saran

Dalam upaya merealisasikan perubahan-perubahan tersebut di atas kearah optimalisasi
fungsi dan kewenangan Balai Besar POM yang bermuara pada upaya peningkatan
derajat dan perlindungan konsumen, diperlukan koordinasi dan pemahaman yang baik
dari semua pihak terutama dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan porsi yang
utuh terhadap independensi Balai Besar POM. Sehingga tidak terjadi lagi kesimpang-
siuran (overlaping) yang menyangkut kewenangan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Diharapkan hadirnya Balai Besar POM yang profesional dan independen
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mampu menjawab kebutuhan konsumen akan perlindungan dan keamanan dalam

mengkonsumsi obat dan makanan di Indonesia.
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Sumber : Balai Besar POM Surabaya
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Sumber : Balai Besar POM Surabaya
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